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Abstract
The enactment of Law No. 42 of 2014 on the People’s Consultative Assembly, 
House of Representatives, Regional Representatives Council, and the House of 
Representatives has been structured and systematically remove all provisions 
relating to the representation of women. This law creates legal uncertainty 
representation of women and contrary to the constitution, thus filed a judical 
review to the Constitutional Court which led to the Cosntitutional Court Decision 
No. �2/PUU-XII/2014. Issues raised in this research is how the arrangement 
representation of woman in Act No. 42 of 2014 after the enactment of the 
Cosntitutional Court Decision. Normative juridical approach to the analysis 
of legislation and approachment concepts is used in this legal research. The 
conclusion of this law is the removal of the clause representation of women in 
Act No. 42 of 2014 was contrary to the various sources of international law, also 
contrary to Article 2�D (1) and Article 2�H paragraph (2) of the Constitution 
of 1945 and in iys decision, the Cosntitutional Court restore “representation 
of women”clause apllies in Act No. 27 of 2009 by replacing the phrase “pay 
attention”with “make as priority”to regulate womem’s representation more 
seriously.

Keywords : Diposition, Women’s representation, Legal Uncertainty, 
        The Constitutional Court Decision.

Abstrak
D�berlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang  Majel�s 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwak�lan Rakyat, Dewan Perwak�lan Daerah, 
dan Dewan Perwak�lan Rakyat Daerah sebaga�mana d�ubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 Tentang  Majel�s Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwak�lan 
Rakyat, Dewan Perwak�lan Daerah, dan Dewan Perwak�lan Rakyat Daerah 
(untuk selanjutnya d�sebut Undang-Undang MD3)  telah secara terstruktur 
dan s�stemat�s menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwak�lan 
perempuan. Hal �n� men�mbulkan ket�dakpast�an hukum keterwak�lan perempuan 
dan bertentangan dengan konst�tus�, seh�ngga d�ajukan uj� mater��l ke Mahkamah 
1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Un�vers�tas Udayana dan mengucapkan ter�makas�h kepada Prof. Dr. Ibrah�m R., 
SH.,MH dan Dr. Gede Marhaendra W�ja Atmaja, SH.,M.Hum selaku Pemb�mb�ng Tes�s

2 Mahas�swa mag�ster �lmu hukum Un�vers�tas Udayana, ema�l: okaprat�w�@gma�l.com
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Konst�tus� yang berujung pada Putusan Mahkamah Konst�tus� Nomor 822/PUU-
XII/2014. Berka�tan dengan hal �n� maka perlu d�bahas mengena� permasalahan 
yang d�angkat adalah pengaturan terhadap keterwak�lan perempuan berdasarkan 
Undang-Undang MD3 dan kedudukan hukum keterwak�lan perempuan dalam 
menggunakan hak pol�t�k sebaga� anggota DPR RI  d�t�njau dar� perspekt�f 
Putusan Mahkamah Konst�tus� No. 82/PUU-XII/2014. Metode penel�t�tan yang 
d�gunakan adalah metode penel�t�an yur�d�s normat�f dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kes�mpulan dar� 
penel�t�an hukum �n� adalah d�h�langkannya klausula keterwak�lan perempuan 
dalam Undang-Undang MD3 telah bertentangan dengan berbaga� sumber 
hukum �nternas�onal, bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 
28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta dalam putusannya, 
Mahkamah Konst�tus� mengembal�kan klausula keterwak�lan perempuan yang 
berlaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan menggant� frasa 
“memperhat�kan” dengan frasa “mengutamakan” untuk leb�h sungguh-sungguh 
mengatur keterwak�lan perempuan.

Kata Kunc� : Pengaturan, Keterwak�lan Perempuan, Ket�dakpast�an Hukum,  
          Putusan Mahkamah Konst�tus�.

yang menempatkan perempuan pada 
pos�s� yang t�dak pent�ng.3 Anggapan 
sepert� �n� seharusnya t�dak terjad� 
apab�la perempuan mampu meyak�n� 
d�r�nya untuk mampu bersa�ng dalam 
berbaga� hal. Padahal pemahaman 
terhadap demokras� t�dak terlepas 
dar� salah satu unsur ya�tu pem�lu. 
Demokras� mewujud terutama dalam 
�nst�tus� pem�lu, pemer�ntahan dan 
leg�slat�f. Sedangkan hukum bekerja 
melalu� perad�lan dan aparat penegak 
hukum.4 Demokras� d�yak�n� mampu 
untuk mewujudkan kesetaraan 
dan kead�lan gender, h�ngga para 
fem�n�s mula� memunculkan paham 
androsentr�sme dalam proses 
demokrat�sas� sebaga� pendorong 
representas� pol�t�k perempuan. 
3 Mansour Fak�h, 2005, Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial, Ins�stpress, Yogyakarta, 
hlm. 16.

4 Janedjr� M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan 
Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 
hlm.63.

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam dun�a pol�t�k nas�onal, 
part�s�pas� perempuan dalam b�dang 
pol�t�k mas�h sangat rendah. Walaupun 
secara ekspl�s�t Pasal 27 dan 28 UUD 
1945 telah mengatur kedudukan, 
hak, dan kewaj�ban warga Negara 
d� mata hukum dan pemer�ntahan. 
Secara kuant�tat�f mas�h sed�k�t sekal� 
perempuan secara akt�f terl�bat dalam 
b�dang pol�t�k. Sebag�an masyarakat 
beranggapan bahwa pol�t�k adalah 
dun�a pol�t�k dan dun�anya kaum lak�-
lak�. Pol�t�k d�anggap penuh persa�ngan 
dan kejam dan sed�k�t perempuan yang 
tahan untuk memasuk� dun�a publ�k 
sepert� pol�t�k, sedang perempuan 
send�r� d�perankan atau memerankan 
d�r�nya d� dun�a domest�k. Anggapan 
bahwa perempuan �tu �ras�onal atau 
emos�onal seh�ngga t�dak b�sa tamp�l 
mem�mp�n, berak�bat munculnya s�kap 

Vol. 5, No. 2 : 292 - 300



294

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528X

Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

Androsentr�sme d�art�kan sebaga� 
asums�, konsep, keyak�nan, argument, 
teor�, metodolog�, hukum, keb�jakan, 
dan �nst�tus� yang kesemuanya 
sesungguhnya berd�mens� gender.5 
Seharusnya melalu� hal �n� perempuan 
dapat mengamb�l langkah-langkah 
konkr�t untuk terl�bat langsung dalam 
pengamb�lan keb�jakan ataupun terjun 
dalam dun�a pol�t�k.

D�tengah rendahnya part�s�pas� 
perempuan dalam pol�t�k, muncul 
kembal� permasalahan dengan 
d�berlakukannya Undang-Undang 
MD3 yang telah secara terstruktur 
dan s�stemat�s menghapus klausula 
keterwak�lan perempuan yang 
sebelumnya d�atur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009. 
Penghapusan seluruh klausula 
keterwak�lan perempuan �n� 
bertentangan dengan UUD NRI 1945, 
yakn� telah mengak�batkan adanya 
ket�dakpast�an hukum terhadap jam�nan 
pemenuhan keterwak�lan perempuan 
yang berart� telah mengh�langkan 
hak anggota DPR perempuan untuk 
mendapatkan kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan sebaga� pem�mp�n atas 
kelengkapan DPR dan manfaat yang 
sama guna mencapa� persamaan dan 
kead�lan sebaga�mana d�maksud Pasal 
28H ayat (2) UUD NRI 1945. Seh�ngga 
Undang-Undang MD3 d�gugat ke 
Mahkamah Kosnt�tus� yang berujung 
pada Putusan Mahkamah Konst�tus� 
Nomor 82/PUU-XII/2014. 
5 An� Soetj�pto dan Shelly Adel�na, 2012, Partai 

Politik dan Strategi Gender Separuh Hati, 
Gajah H�dup, Jakarta, hlm. 15. 

1.2. Perumusan Masalah
Kaj�an dalam tul�san �n� mem-

bahas permasalahan sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah pengaturan 

hukum keterwak�lan perempuan 
berdasarkan Undang-Undang 
MD3 ?

2. Baga�manakah kedudukan 
hukum keterwak�lan perempuan 
dalam menggunakan hak pol�t�k 
sebaga� Anggota DPR RI d�t�njau 
dar� perspekt�f Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014? 

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dar� penel�t�an 

hukum �n� adalah untuk mengkaj� 
dan mendeskr�ps�kan keterwak�lan 
perempuan dalam Undang-Undang 
MD3 d�t�njau dar� teor� perundang-
undangan dan pengaturan keterwak�lan 
perempuan pasca Putusan Mahkamah 
Konst�tus� Nomor 82/PUU-XII/2014.

II. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian

Penel�t�an hukum �n� berbentuk 
penel�t�an yur�d�s normat�f. Dengan 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan anal�s�s 
konsep hukum. Pendekatan perundang-
undangan d�gunakan karena yang 
d�tel�t� adalah berbaga� aturan hukum 
yang menjad� fokus sentral dalam 
penel�t�an �n�.6 Selanjutnya d�lanjutkan 
dengan menganal�s�s permasalahan 
yang ada sesua� dengan konsep-

6 Ibrah�m dan Jhonny, 2006, Teori Metodologi 
& Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Edisi I,Cet ke-V, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 13.
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konsep hukum yang ada d�serta� 
dengan berbaga� l�teratur sepert� buku, 
�nternet, dan la�nnya.

2.2. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang d�guakan 

dalam penel�t�an �n� adalah pendekatan 
perundang-undangan (Statute 
Approach) dan pendekatan anal�s�s  
konsep hukum (Analitical and  
Conseptual Approach). Pendekatan 
perundang-undangan d�gunakan 
karena yang akan d�tel�t� adalah 
berbaga� aturan hukum yang menjad� 
fokus  sekal�gus tema sentral dalam 
penel�t�an �n�.7 D�lanjutkan dengan 
menganal�s�s permasalahan yang ada 
sesua� dengan konsep-konsep hukum 
yang ada. 

2.3. Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum dalam penel�t�an 

normat�f terd�r� dar� bahan hukum 
pr�mer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tert�er.8 Sumber bahan 
hukum pr�mer terd�r� atas asas-
asas, ka�dah hukum yang dalam 
perwujudannya berupa undang-
undang dasar, peraturan perundang-
undangan, dan putusan pengad�lan. 
Adapun sumber-sumber  bahan hukum 
yang d�maksud ya�tu, Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945, Undang-Undang No. 
7 Jhonny Ibrah�m, 2006, Teori Metodologi 

& Penelitian Hukum Normatif, Bayumed�a 
Publ�sh�ng, Malang, hlm. 302.

8 Soerjono Seokanto & Sr� Mamudj�,2012, 
Penelitian Hukum Normatif. Suatu  tinjauan 
Singkat,Cet. Ke-14,PT. Raja Grafindo, Jakarta, 
hlm.33.

7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan 
Mengena� Konvens� Penghapusan 
Segala Bentuk D�skr�m�nas�, Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tenatang 
Hak Asas� Manus�a, Undang-
Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang 
Pengesahan International Convenant 
On Civil And Political Right (Konvenan 
Internas�onal Tentang Hak-Hak S�p�l 
dan Pol�t�k), Undang-Undang No. 2 
Tahun 2011 Tentang Parta� Pol�t�k, 
Undang-Undang No. 8  Tahun 2011, 
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undanng No. 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konst�tus�, Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Undang-Undang No. 10 
tahun 2012 Tentang Pem�l�han Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
Undang-Undang MD3, Putusan MK 
No. 82/PUU-XII/2014. Bahan Hukum 
Sekunder yakn� berbaga� l�teratur 
dan jurnal hukum, d�mana seluruh 
bahan hukum tersebut berhubungan 
dengan permasalahan yang ada dalam 
penul�san tes�s �n�. Sedangkan bahan 
hukum ters�er ya�tu kamus bahasa 
Indones�a dan kamus hukum.

2.4. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Tekn�k pengumpulan bahan 

hukum dalam penel�t�an �n�  
mempergunakan s�stem kartu (card 
system) yang terbag� dalam kartu 
�kht�sar, kartu kut�pan, dan kartu 
anal�s�s.  Kartu �kht�sar �n� memuat 
nama pengarang, tahun penerb�tan, 
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judul buku, nama penerb�t, dan 
halaman karangan yang d�kut�p. Kartu 
kut�pan ber�s�kan catatan mengena� 
berbaga� bahan hukum yang d�gunakan 
maupun �s� dan bentuk asl� karangan 
(pem�k�ran) yang d�kut�p. Kartu kut�pan 
d��kut� dengan kartu ulasan (anal�s�s) 
sebaga� catatan khusus yang ber�s� 
tanggapan penel�t�an terhadap bahan 
hukum yang d�paka� dalam penel�t�an. 
Tanggapan dapat berupa penambahan 
atau penjelasan dengan cara mengkr�t�k 
ataupun meng�nterpretas�kan pandang-
an, menar�k kes�mpulan, saran dan 
komentar. Ket�ga macam kartu tersebut 
secara prakt�s dapat d�gabung dalam 
bentuk satu kartu.9

2.5. Teknik Analisis Bahan 
Hukum
Dalam kepustakaan d�kenal 

beberapa tekn�k anal�s�s d�antaranya 
melalu� langkah deskr�ps�, �nterpretas�, 
konstruks�, evaluas�, argumentas�, dan 
s�stemat�sas�.10 Dalam penel�t�an �n� 
pada hak�katnya d�lakukan dengan 
tekn�k deskr�ps�, �nterpretas�, dan 
argumentas�. Deskr�ps� d�gunakan 
karena menjabarkan apa adanya 
kemud�an d�gunakan �nterpretas� 
karena penel�t�an �n� akan menjelaskan 
tentang keterwak�lan perempuan 
dalam lembaga leg�slat�f. Kemud�an 
tekn�k evaluas� karena member�kan 

9 Surakhmad, W�narno, 1994, Pengantar Ilmiah: 
Dasar, Metode, Teknik, Tars�to, Bandung, 
hlm. 263.

10 Program Stud� Mag�ster Ilmu Hukum Unud, 
2013, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian 
dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Universitas Udayana, Denpasar hlm.34-37

pen�la�an terhadap bahan-bahan 
hukum pr�mer maupun sekunder. Serta 
tekn�k argumentas� d�gunakan karena 
dar� has�l pen�la�an tersebut d�ber�kan 
argumentas�-argumentas� yang dapat 
d�ter�ma secara log�ka ke�lmuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Keterwakilan Perempuan 

Dalam Undang-Undang MD3
Secara konst�tus�onal Negara 

Indones�a adalah Negara Hukum, 
yang d�ketahu� dalam Pasal 1 ayat 
(3) Amandemen UUD 1945 bahwa 
“Negara Indones�a adalah Negara 
hukum”. Negara Hukum (Rechsstaat) 
adalah yang d��dealkan oleh pend�r� 
bangsa Indones�a. Carl Schm�tt 
menyebutkan “a state is a Rechtsstaat 
only when the entire administrative 
activity, in particular the police, 
stands under the reservation and 
priority of the statute and when 
instrusions into the individual’s sphere 
of freedom are permitted only on the 
basis of a statute”11. Suatu Negara 
d�anggap rechtsstaat apab�la campur 
tangan terhadap �nd�v�du d�lakukan 
semata-mata atas dasar undang-
undang. Keterwak�lan perempuan 
dalam Undang-Undang MD3 t�dak 
dapat k�ta s�mak d�dalam pengaturan 
manapun. Hal �n� tentunya menua� 
kontrovers� sejak d�undangkannya 
seh�ngga banyak elemen masyarakat 
mengajukan gugatan ke Mahkamah 
Konst�tus�. T�dak d�aturnya keter-

11 Carl Schm�tt, 2008, Constitutional Theory 
(trans�ted and ed�ted by Jeffrey Se�tzer), Duke 
Un�vers�ty Press, Durham and London, p. 
173.
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wak�lan perempuan tentunya sangat 
merug�kan hak konst�tus�onal anggota 
DPR perempuan. Apapun yang 
menjad� alasan terhadap gagasan yang 
mengh�langkan pengaturan hukum 
terka�t keterwak�lan perempuan 
sangatlah t�dak tepat karena menjad� 
ket�dakpast�an hukum dan menjad� 
sul�t dalam pelaksanaan tekn�s. Ukuran 
bahwa suatu Pem�lu demokrat�s atau 
t�dak harus memenuh� t�ga syarat, 
ya�tu: a) ada t�daknya pengakuan, 
perl�ndungan, dan pemupukan HAM; b) 
terbangunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap Pem�lu yang menghas�lkan 
pemer�ntahan yang legitimate, dan 
c) terdapat persa�ngan yang ad�l 
dar� para peserta Pem�lu.12 Alasan 
untuk langkah perba�kan demokras� 
penataan kelembagaan Negara 
yang berbas�s kepada kedaulatan 
anggota dalam rekru�tmen p�mp�nan 
secara propors�onal, namun t�dak 
mencantumkan suatu aturan adalah 
merupakan suatu kesalahan yang besar. 
Mesk�pun dalam ketentuan Undang-
Undang MD3 t�dak menyebutkan 
adanya pengaturan keterwak�lan 
perempuan untuk duduk sebaga� unsur 
p�mp�nan d� dalam lembaga Negara 
tersebut, namun �n� menjad� keleluasan 
terhadap keterwak�lan perempuan 
untuk menentukan p�l�han dalam 
konteks mem�l�h alat kelengkapan 
dewan ba�k sebaga� p�mp�nan ataupun 
anggota.

12 Mukth�e Fadjar, 2013,Pemilu, Perselisihan 
Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Setara Press, 
Malang, hlm. 28.

Keterwak�lan perempuan 
menjad� wacana pent�ng dalam 
upaya men�ngkatkan peran pol�t�k 
perempuan. Keterwak�lan pol�t�k 
(politic representative), d�art�kan 
sebaga� terwak�l�nya kepent�ngan 
anggota masyarakat (termasuk 
perempuan) oleh wak�l-wak�lnya d� 
�nst�tus�-�nst�tus� perwak�lan melalu� 
proses pol�t�k.13 Manfaat keterwak�lan 
perempuan sangat pent�ng dalam 
dun�a pol�t�k karena dapat terwujudnya 
kead�lan dan kesetaraan. In� tentunya 
sejalan dengan norma-norma hak 
asas� d� �nternas�onal karena akan 
leb�h demokrat�s, representat�f, 
dan ad�l. Hak sebaga� manus�a dan 
warga Negara untuk dapat d�p�l�h 
dan mem�l�h akan  terjam�n ba�k  �tu 
lak�-lak� maupun perempuan. Dengan 
keterwak�lan perempuan dalam pol�t�k 
yang mampu membuat perubahan 
dalam dun�a pol�t�k, ket�ka mampu 
berperan dengan prestas� yang ba�k, 
maka perempuan akan menjad� panutan 
bag� masyarakat luas yang nant�nya 
member�kan mot�vas� leb�h kepada 
set�ap perempuan yang mem�l�k� 
kemampuan dalam berbaga� hal.

3.2. Klausula Keterwakilan 
Perempuan Dalam Undang-
Undang MD3 Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
82/PU-XII/2014
Klausula merupakan ketentuan 

tersend�r� ba�k berupa perluasan 
13 Asmaeny Az�z, 2013, Dilema Keterwakilan 

Perempuan Dalam Parlemen, Rangkang 
Educat�on, Yogyakarta, hlm. 128.
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maupun pembatasan dalam suatu pasal 
dengan suatu persyaratan khusus. 
Dalam berbaga� produk hukum d� 
Indones�a, klausula keterwak�lan 
perempuan dapat berbentuk suatu 
kuota dan dapat pula berbentuk sebuah 
frasa sepert� “memperhat�kan”dan 
“mengutamakan”. Klausula keterwa-
k�lan dalam berbaga� produk hukum 
d� Indones�a merupakan sebuah 
perlakuan khusus yang d�jam�n oleh 
konst�tus� untuk menghapuskan 
d�skr�m�nas� terhadap perempuan 
dalam ranah pol�t�k. D�skr�m�nas� 
terhadap perempuan harus d�hapuskan 
melalu� perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama untuk mencapa� persamaan 
dan kead�lan juga telah d�aku� secara 
�nternat�onal.14 Sela�n �tu perlu 
d��ngat bahwa hak-hak asas� manus�a 
(HAM) berawal dar� hak hak alam�ah 
(natural right).15 Dar� hal tersebut 
d�ber� pengert�an sebaga� “minimal 
rights that every individual must have 
against the State other public authority 
by virtue of his being a ‘member of 
the human family, irrespective of 
any other consideration”16. Hal �n� 
d�bukt�kan dengan adanya Convention 
on the Political Right of Woman 
(CPRW) yang telah diratifikasi oleh 
Pemer�ntah Indones�a melalu� Undang-
14 J�mly Assh�d�q�e, 2009, Menuju Negara 

Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu 
Populer, Jakarta, hlm. 450.

15 I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan 
Konstitusional (Constitutional Complaint), 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

16 El�sabeth Re�chert, 2006, Understanding 
Human Rights, Sage Publ�cat�ons, Thousand 
Oaks-London-New Delh�, p. 2.

Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan 
Convention on the Elimination of All 
Forms Discrimination Against Woman 
(CEDAW) yang telah diratifikasi 
melalu� Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984.

D�h�langkannya klausula 
keterwak�lan perempuan dalam 
Undang-Undang MD3 secara tegas 
telah bertentangan dengan berbaga� 
sumber hukum �nternas�onal yang telah 
menjad� dasar perkembangan upaya 
keseteraan gender d� Indones�a serta 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) UUD NRI 1945, khususnya tentang 
hak atas kepast�an hukum yang ad�l. 
Dalam perubahan Undang-Undang 
MD3 sama sekal� t�dak memperhat�kan 
Putusan MK dalam merubah beberapa 
Pasal karena Putusan MK No. 82/
PUU-XII/2014 d�putuskan sebelum 
adanya perubahan terhadap Undang-
Undang MD3. Pembentuk undang-
undang juga t�dak memperhat�kan 
ketentuan dalam Undang-Undang No. 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
(untuk selanjutnya d�sebut Undang-
Undang P3). Berdasarkan Pasal 23 
ayat (1) huruf b Undang-Undang 
P3 yang menyebutkan bahwa dalam 
Prolegnas d�muat daftar kumulat�f 
terbuka yang terd�r� atas : a) 
pengesahan perjanj�an �nternas�onal 
tertentu; b) ak�bat putusan Mahkamah 
Konst�tus�; c) Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; d) pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah 
Prov�ns� dan/atau Kabupten/Kota; dan 
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e) penetapan/pencabutan Peraturan 
Pemer�ntah Penggant� Undang-
Undang. D�s�n� ak�bat adanya putusan 
Mahkamah Konst�tus� harus sangat 
d�perhat�kan dalam merumuskan suatu 
undang-undang.

Pengarusutamaan gender 
dalam b�dang pol�t�k teleh menjad� 
agenda pol�t�k hukum Negara 
Republ�k Indones�a yang d�lakukan 
berdasarkan ketentuan Pasal 28H 
ayat (2) UUD NRI 1945. Maka dar� 
�tu, dalam putusannya Mahkamah 
Konst�tus� mengabulkan permohonan 
Pemohon dan menambahkan klausula 
keterwak�lan perempuan berupa 
frasa “mengutamakan” dalam set�ap 
ketentuan pasal yang menyangkut 
keterwak�lan perempuan untuk 
menjam�n keterwak�lan perempuan 
dalam p�mp�nan alat kelengkapan 
DPR.

IV. PENUTUP
4.1  Simpulan

Berdasarkan pembahasan d� atas, 
maka dapat d�tar�k kes�mpulan sebaga� 
ber�kut:
1. Bahwa d�h�langkannya klausula 

keterwak�lan perempuan dalam 
Undang-Undang MD3 telah 
bertentangan dengan berbaga� 
sumber hukum �nternas�onal. 
Sela�n �tu, bertentangan juga 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
NRI 1945 tentang hak atas 
kepast�an hukum yang ad�l dan 
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 
1945 tentang perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan 
dan manfaat yang sama guna 
mencapa� persamaan dan 
kead�lan. 

2. D�kembal�kannya klausula 
keterwak�lan perempuan dalam 
amar putusan Mahkamah 
Konst�tus� dengan menambahkan 
frasa “mengutamakan” untuk 
menjam�n keterwak�lan perem-
puan dalam pem�l�han p�mp�nan 
alat kelengkapan DPR namun 
dalam perubahan Undang-
Undang MD3 sama sekal� 
t�dak memperhat�kan Putusan 
MK dalam merubah beberapa 
Pasal padahal Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 d�putuskan 
sebelum adanya perubahan 
terhadap Undang-Undang MD3.

4.2  Saran
Berdasarkan kes�mpulan d�atas, 

adapun beberapa saran yang dapat 
d�sampa�kan adalah sebaga� ber�kut:
1. Dalam pembentukan undang-

undang dengan penyusunan 
mater� muatan undang-
undang, Pemer�ntah maupun 
DPR RI harus benar-benar 
memperhat�kan ketentuan 
dalam Undang-Undang P3. 
Keterwak�lan perempuann dalam 
menduduk� pos�s� p�mp�nan 
alat kelengkapan dewan harus 
menjad� bentuk perlakukan 
yang setara terhadap perempuan 
yang d�jam�n oleh konst�tus� dan 
harus d�wujudkan secara konkret 
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melalu� suatu bentuk undang-
undang maupun peraturan 
keb�jakan yang bers�fat tekn�s. 

2. Bahwa dalam melakukan 
pers�apan terhadap perubahann 
suatu undang-undang maka perlu 
d�perhat�kan pert�mbangan-
pert�mbangan hukum yang 
menjad� dasar dalam perubahan 
tersebut. Hal �n� tentunya dapat 
member�kan kepast�an hukum 
bag� set�ap warga Negara. Sela�n 
�tu d�berlakukannya kuota 
keterwak�lan perempuan akan 
leb�h efekt�f karena ada batasan 
jumlah yang jelas, seh�ngga 
terjam�n dan berdasar secara 
hukum.
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